PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah dan sesuai Pasal 17 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2014, pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undandg-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Bndanﬁ; Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
aerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1014
Tahun 1986 tentang Pedoman Penetapan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan

Tembusan Yth. :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG
MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN
2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2014.

Pasal 1

Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini
dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur
Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di Managlo
pada tanggal 4 Juufl 2014

GUBERNUR SULA

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.




Menetapkan

Tembusan Yth. :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG
MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN
2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2014.

Pasal 1

Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini
dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur
Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di Manatio
pada tanggal 21 Ju.

GUBERNUR SULA

20 A

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.



